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KATA PENGANTAR 

 

Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012. Petunjuk Teknis ini 

merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan, dimana Kementerian Teknis harus membuat petunjuk penggunaan 

DAK. DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu 

mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan 

prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2012 yang ditetapkan melalui Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.  

RKP Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2011, merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah-Non Kementerian dan 

Pemerintah Daerah, maupun masyarakat termasuk dunia usaha, sehingga tercapai sinergi 

dalam pelaksanaan program pembangunan. Kewajiban bersama antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan yakni menyediakan pelayanan 

kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui pembiayaan 

yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan. 

  Saya berharap DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 dapat memberi daya ungkit 

yang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan kesehatan di 

daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang kesehatan ini, menjelaskan secara rinci 

penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012.  DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 

terdiri dari 3 subbidang, yaitu: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, 

dan pelayanan kefarmasian.  Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi kegiatan: (1) 

Peningkatan Puskesmas Mampu Persalinan Normal; (2) Peningkatan Puskesmas menjadi 

Puskesmas Perawatan/Puskesmas Mampu PONED, termasuk rumah dinas tenaga 

kesehatan terutama di DTPK; (3) Pembangunan Puskesmas Baru termasuk rumah dinas 

tenaga kesehatan; (4) Pembangunan Pos Kesehatan Desa/Pos Pembinaan Terpadu; 

Pelayanan Kesehatan Rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pemenuhan Fasilitas Tempat Tidur 

Klas III RS; (2) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (3) Pemenuhan 

sarana, prasarana  dan peralatan IGD RS; (4) Pemenuhan sarana, prasarana dan 

peralatan untuk pelayanan darah;  Pelayanan Kefarmasian, meliputi kegiatan: (1) 

Penyediaan obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan 

baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; 
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(3) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit dan penyediaan sarana 

pendukungnya. 

 Selain itu dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku, maka 

setiap kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2012 harus mendukung gerakan nasional 

tersebut dengan memelihara dan meningkatkan kebersihan di fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

 Peraturan Menteri Keuangan No. 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan 

Alokasi DAK Tahun Anggaran 2012, menetapkan anggaran DAK Bidang Kesehatan tahun 

2012 sebesar Rp. 3.005.931.000.000,- yang terdiri dari:  1) Pelayanan Kesehatan Dasar 

untuk 433  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.155.990.000.000,-; 2) 

Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk 18 Provinsi (41 RSUD Provinsi) dan 232 

Kabupaten/Kota (254 RSUD Kabupaten/Kota) sebesar Rp. 749.256.000.000,-; dan 3) 

Pelayanan Kefarmasian untuk 444 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 

1.100.685.000.000,-. 

  Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 

2012 dapat secara optimal digunakan di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita dalam melaksanakan pembangunan 

kesehatan di Indonesia yang kita cinta. 

 

      Jakarta,15 Desember  2011 

   MENTERI KESEHATAN, 

               ttd. 

 

  ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

 

 



 
 

Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2494/MENKES/PER/XII/2011   

 

TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang   :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Alokasi dan Pedoman Umum 
Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;  

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

 

12. Keputusan... 
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12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 53 Tahun 2010;  

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Tahun 2012;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokas Khusus (DAK); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/ 
Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 585); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang 
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus 
Tahun Anggaran 2012; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN 

TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal 1 

 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 

 

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar digunakan sebagai acuan 

oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012. 

 

Pasal 3 ... 
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Pasal 3 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Desember 2011 

 

MENTERI KESEHATAN, 

 

                 ttd. 

 

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ... 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ... 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 2494/MENKES/PER/XII/2011 

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 

ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN 

TAHUN ANGGARAN 2012 

 

 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang 
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.  

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan yang 
dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima oleh semua 
pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (responsif gender). 

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 
dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan 
berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, 
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif 
dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan 
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi 
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh 
dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang 
diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan 
berkesinambungan. 

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen 
internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). 
Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu 
target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) 
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dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), 
serta 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi 
kemiskinan dan kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk 
pencapaian target-target tersebut. 

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya 
pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan 
yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan 
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. 

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan 
kesehatan, sehingga pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah  
daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan 
berkualitas.   

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah Pusat memberikan anggaran pada 
daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 
merupakan prioritas nasional. 

DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu 
mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai 
dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2012 yang ditetapkan 
melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. 

RKP  Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 
2011, merupakan acuan bagi kementerian, lembaga Pemerintah-Non Kementerian 
dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga 
tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. 

DAK Bidang Kesehatan tahun 2012 difokuskan pada pelayanan kesehatan dasar 
(Puskesmas dan Poskesdes); pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota; 
dan pelayanan kesehatan rujukan (RS Provinsi/Kabupaten/Kota).  

Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 berisi 
penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam pelaksanaan DAK 
Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2012. 

Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK Bidang 
Kesehatan Tahun 2012. 

 

B. TUJUAN 

1. Umum 

Membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan 
daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 
2012. 
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2. Khusus 

Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di 
Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, serta 
penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan perbekalan 
kesehatan. 

 

C. RUANG LINGKUP 

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 diarahkan untuk kegiatan: 

1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: 1) Peningkatan Puskesmas 
Mampu Persalinan Normal; (2) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas 
Perawatan/Puskesmas Mampu PONED termasuk rumah dinas tenaga 
kesehatan terutama di DTPK; (3) Pembangunan Puskesmas Baru termasuk 
rumah dinas tenaga kesehatan; (4) Pembangunan Pos Kesehatan Desa/Pos 
Pembinaan Terpadu. 

2. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pemenuhan Fasilitas 

Tempat Tidur Klas III RS; (2) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan 
PONEK RS; (3) Pemenuhan sarana, prasarana  dan peralatan IGD RS; (4) 
Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah. 

3. Pelayanan Kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk: : (1) Penyediaan Obat 

terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan 
baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di 
Kabupaten/Kota; (3) Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit 
dan Penyediaan sarana pendukungnya. 

 

D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

1.     Pengalokasian 

Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012, dilakukan melalui 
2 (dua) tahapan, yaitu: 

 
a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK 

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan Indeks 
Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT (Indeks Teknis) dengan 
bobot 50%. 

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah 

1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK menggunakan 
IFW dengan bobot 20 % dan IT dengan bobot 80 %. 

2) IFW ditentukan berdasarkan  Kriteria Umum dan Kriteria Khusus 
merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan, 
sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan indeks teknis 
merupakan kewenangan dari Kementerian Kesehatan. 
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3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK  
kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara pemerintah 
dengan  Panitia Kerja Belanja Transfer ke Daerah DPR RI. 

4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK dapat 
dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.    

 
2.    Penyaluran 

DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2012 disalurkan melalui mekanisme 
transfer yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan 
peraturan yang berlaku lainnya. 

a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan 
pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui 
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

b. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk 
pelayanan kesehatan rujukan disalurkan melalui SKPD Rumah Sakit 
Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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BAB II 

KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012 

 

A. Kebijakan Umum 

1. Kebijakan DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas 
pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian 
ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan 
kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit melalui melalui 
peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, 
Poskesdes dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penyediaan obat 
terutama obat generik dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan 
kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat 
terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di 
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. 

2. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu, untuk 
mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang  merupakan kewenangan 
dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan jangkauan dan mutu 
pelayanan kesehatan. 

3. DAK Bidang Kesehatan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan 
sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai 
dengan prioritas nasional di bidang kesehatan. 

4. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012 difokuskan pada pelayanan kesehatan 
dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian.  

5. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah harus menyediakan 
pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk dana pendamping sebesar 
10% sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah No. 55 Tahun 2005, biaya operasional, biaya 
pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan, ketersediaan 
tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan 
DAK Bidang Kesehatan. 

6. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2012, terdiri dari anggaran 
untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan 
pelayanan kefarmasian.  

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur RSUD 
Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap anggaran DAK Bidang 
Kesehatan di wilayah kerjanya. 

 

B. Kebijakan Khusus 

 

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk : 

1. Mendukung pencapaian target MDGs  No 1, 3 ,4, 5 dan 6 (menanggulangi 
kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, 
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meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB, Malaria serta 
penyakit menular lainnya).  

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di 
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, termasuk daerah yang memiliki 
pangkalan pendaratan ikan (PPI). 

3. Peningkatan pelayanan persalinan normal di Puskesmas. 

4. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan/ Puskesmas 
Mampu PONED terutama di DTPK. 

5. Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas tenaga kesehatan. 

6. Pembangunan Pos Kesehatan Desa untuk desa yang belum memilikinya. 

7. Meningkatkan Fasilitas Tempat Tidur  Kelas III RS. 

8. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk 
Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di 
RS. 

9. Meningkatkan Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.  

10. Meningkatkan fasilitas pelayanan darah. 

11. Penyediaan dan Pengelolaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan 
Kesehatan. 

12. Pembangunan Baru/Rehabilitasi  dan penyediaan sarana pendukung Instalasi 
Farmasi Kabupaten/Kota. 

13. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Gugus Pulau/Satelit dan penyediaan 
sarana pendukungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan TA 2012                                                 7 

 

BAB III 

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS   

DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012 

 

A. PERENCANAAN  
 

Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam penyusunan 
kegiatannya. 

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Satker Kabupaten/Kota yang 
memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi dengan Dinas 
Kesehatan Provinsi. 

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada Petunjuk 
Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2012. 

 
B. PELAKSANAAN TEKNIS  
 

Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2012 harus mengacu pada Petunjuk Teknis 
Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2494/MENKES/PER/XII/2011. 

Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2012 yang tidak sesuai dengan 
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2012 menjadi tanggung 
jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan. 
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BAB IV 

MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012 

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR 

 

A. PENINGKATAN PELAYANAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS 

 
Dalam upaya meningkatkan pelayanan persalinan normal dan perawatan bayi baru 
lahir oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, maka peran Puskesmas sebagai 
fasiltas kesehatan perlu ditingkatkan dengan membangun ruang persalinan atau 
mengoptimalkan fungsi ruang persalinan di Puskesmas yang dilengkapi dengan 
ruang laktasi/pojok ASI sesuai dengan lampiran 10. 
 
Persyaratan umum dan teknis sama dengan persyaratan umum dan teknis 
pembangunan baru Puskesmas, ditambah dengan denah tata ruang khusus untuk 
ruang persalinan dan ruang pemulihan serta  pedoman alat kesehatan sesuai 
dengan lampiran 8  dan lampiran 9. Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi 
dengan sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih 
Negeriku. 

 

B. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN MAMPU 
PONED DAN PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS 
PERAWATAN DI DTPK 

1. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN 
MAMPU PONED 
 
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu PONED  
dilaksanakan dalam rangka pengembangan pelayanan dan rujukan 
kesehatan. Setiap peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan 
mampu PONED dilengkapi  penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter 
gigi, bidan/perawat bila belum ada. 

 
a. Persyaratan Umum  

 
1) Kebutuhan akan adanya Peningkatan Puskesmas menjadi 

Puskesmas mampu PONED, antara lain pada:  
a) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit.  
b) Menyediakan layanan rujukan kegawatdaruratan obstetri 

neonatal, termasuk penanganan penyulit/komplikasi 
obstetri neonatal yang tidak dapat ditangani di tingkat 
Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.  

 
2) Lokasi Puskesmas (harus memenuhi satu atau lebih persyaratan 

dibawah ini):  
a) Waktu tempuh ke Rumah Sakit (yang mempunyai 

Spesialis Obsgin & Spesialis Anak) terdekat lebih dari 2 
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jam dengan menggunakan sarana transportasi yang 
tersedia.  

b) Pada jalur lalu lintas ramai dekat dengan pemukiman.  

c) Daerah pariwisata dan kawasan industri.  

d) Daerah dengan jumlah kematian ibu dan kematian bayi  
tinggi.  

e) Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.  
 

3) Persyaratan Puskesmas:  
a) Puskesmas berfungsi baik (gedung baik/tidak rusak, ada 

dokter, melaksanakan mini lokakarya). 

b) Telah berfungsi menolong persalinan. 

c) Pemerintah daerah menyediakan tenaga kesehatan yang 
telah mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan 
obstetri neonatal di tingkat pelayanan dasar/PONED, yang 
terdiri dari 1 orang Dokter, 1 orang Bidan dan 1 orang 
Perawat yang siap melayani 24 jam. 

d) Pemerintah daerah menyediakan Sarana & Alat, Obat & 
bahan habis pakai, serta Biaya operasional Puskesmas 
PONED. 

e) Adanya telahan kebutuhan Puskesmas Mampu PONED 
dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  

 
b. Persyaratan Teknis  

1) Luas lahan dan bangunan  

Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan 
yang dilaksanakan (mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang 
Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 
Tahun 2007 dilengkapi dengan ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 
10). Peningkatan dilakukan antara lain dengan: 

a) Menambah ruang sesuai dengan jenis pelayanan yang 
dibutuhkan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan 
gender. 

b) Membangun rumah dokter dan atau dokter gigi yang 
belum ada. 

c) Puskesmas, rumah dokter dan rumah petugas kesehatan 
dibangun dalam satu lokasi. 

2)  Denah tata ruang pada pembangunan baru Puskesmas 
Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang 
Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 
Tahun 2007.  

3) Peralatan Puskesmas PONED mengacu pada buku Pedoman 
Peralatan Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat Tahun 2008 dan lampiran 7. 

4) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi dengan UGD 
yang dapat memberikan pelayanan PONED mengacu pada buku 
acuan pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, 
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Tahun 2007. 
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5) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana 
prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional 
Bersih Negeriku. 

6) Tenaga kesehatan yang telah dilatih PONED tidak boleh pindah 
selama minimal 2 tahun.  

 
2. PENINGKATAN PUSKESMAS MENJADI PUSKESMAS PERAWATAN DI 

DTPK 
 

a. Persyaratan Umum  
 

1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara lain:  
a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal, kepulauan, 

Perbatasan dengan negara lain dengan target (101 
Puskesmas terlampir).  

b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah Sakit.  
c) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan tetapi 

daerah belum mampu membangun Rumah Sakit.  
 

2) Lokasi Puskesmas:  
a) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan. 
b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan menggunakan 

sarana transportasi yang tersedia.  
 

3) Persyaratan Puskesmas:  
a) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas Perawatan 

pra Rumah Sakit.  
b) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah.  
c) Letaknya strategis dari Puskesmas di sekitarnya.  

 
b. Persyaratan Teknis  

1)   Luas lahan dan bangunan  
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/ 
kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Pedoman Tata 
Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat tahun 2007 dilengkapi dengan ruang laktasi/pojok 
ASI (lampiran 10).  

 
2)   Denah tata-ruang pada pembangunan baru Puskesmas 

Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang 
Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 
tahun 2007.  

 
3)   Peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan mengacu pada 

buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.  
 

4)   Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana 
prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional 
Bersih Negeriku 
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C. PEMBANGUNAN PUSKESMAS TERMASUK RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 

Pembangunan Puskesmas dapat merupakan pembangunan baru pada lahan baru 
dan pembangunan baru pada bangunan yang rusak berat/total. 
 
 
1. PEMBANGUNAN BARU PADA LAHAN BARU 

Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan 
kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan baru 
Puskesmas tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan mebeulair 
serta rumah dinas petugas kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan/perawat) bila 
belum ada. 

a. Persyaratan Umum   
 

1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada: 

a) Wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan. 

b) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai 
Puskesmas. 

c) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih dari 
30.000 penduduk per kecamatan. 

d) Wilayah kerja sangat luas. 
 

2) Lokasi Puskesmas: 
a) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak 

maupun sarana transportasi umum dari seluruh wilayah 
kerjanya. 

b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah. 
 

3) Persyaratan Puskesmas: 
a) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas. 
b) Tenaga kesehatan disediakan oleh Pemerintah   
         Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 

 

b. Persyaratan Teknis  

1) Luas lahan dan bangunan 
Luas lahan, jumlah dan luas ruangan tergantung jenis pelayanan 
kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna memberikan 
pelayanan yang optimal dan memperhatikan hal-hal yang 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki dan 
perempuan. 
 

2) Denah tata-ruang  
a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku 

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal 
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran 
pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.  

b) Setiap pembangunan Puskesmas baru perlu dilengkapi 
ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10). 
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c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan 
sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan 
Nasional Bersih Negeriku. 

 
2. PEMBANGUNAN BARU PADA BAGUNAN YANG RUSAK BERAT 

Guna menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di 
Puskesmas, dapat dilaksanakan perbaikan/rehabilitasi fisik pada bangunan 
yang mengalami kerusakan. Perbaikan/rehabilitasi dilaksanakan 
pembangunan baru pada bangunan yang rusak berat/total termasuk di 
dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi, bidan/perawat bila belum ada. 
Persyaratan adalah sebagai berikut: 

a. Persyaratan Umum 

1) Puskesmas dengan kondisi rusak berat/total diprioritaskan pada: 

a) Puskesmas di perbatasan, kepulauan. 

b) Puskesmas yang rusak karena bencana alam pada tahun 
berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya. 

2) Untuk peningkatan mutu pelayanan. 

b. Persyaratan teknis 

1) Denah tata-ruang  
a) Denah tata ruang  Puskesmas mengacu pada buku Pedoman 

Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan 
Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang 
disempurnakan dan pedoman program. 

b) Setiap perbaikan/rehabilitasi Puskesmas perlu dilengkapi  
ruang laktasi/pojok ASI (lampiran 10).  

c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan 
sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan 
Nasional Bersih Negeriku. 

 
2) Puskesmas dengan kondisi rusak/total dengan bukti pernyataan  

Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat tentang kondisi bangunan 
rusak berat/total sehingga perlu di perbaiki/rehabilitasi. Biaya 
penghancuran dibebankan pada APBD (di luar dana pendamping 
DAK). 

 
3) Tidak perlu dilakukan registrasi baru pada bangunan Puskesmas 

yang diperbaiki/direhabilitasi berat/total. 
 

4) Perbaikan/rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang 
dihasilkan oleh wilayah setempat. 
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D.       POS KESEHATAN DESA/ POS PEMBINAAN TERPADU 

Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan dukungan promosi 
kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka 
mendukung pelaksanaan persalinan normal di Poskesdes serta mendukung 
pencapaian target kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan 
untuk meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan kesehatan 
nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 
daerahnya masing – masing. 
 
Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular adalah kegiatan 
yang diselenggarakan secara integrasi oeleh kelompok aktif masyarakat dalam 
upaya preventif dan promotif pengendalian PTM. Kegiatan monitoring dan 
peningkatan pengetahuan pencegahan dan pengendalian faktor risiko dilakukan 
oleh anggota masyarakat selektif dari masing-masing kelompok yang telah dilatih 
untuk melakukan monitoring faktor risiko PTM (Kader Monitor) untuk menjadi 
penyuluh dan pelaksana konseling faktor risiko PTM utama (Kader 
Konselor/Edukator). 
 

1.  Pembangunan Poskesdes 

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan 
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka 
memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Namun karena 
kemampuan masyarakat sebagian besar terbatas, maka pemerintah 
membantu pembangunan fisik Poskesdes, dengan mempertimbangkan 
persyaratan sebagai berikut:  
 
a. Persyaratan Umum  

Pembangunan   baru   Poskesdes  adalah pada   setiap   desa   yang  
belum ada bangunan  Poskesdes dengan persyaratan: 
1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara swadaya. 
2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah. 
3) Lokasi Poskesdes: 

a) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang berada di 
tengah pemukiman. 

b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi). 
c) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan. 
d) Mempertimbangkan jarak antar fasilitas pelayanan 

kesehatan yang ada. 
4)  Pembangunan Poskesdes ini berdasarkan musyawarah 

masyarakat desa. 
 

b. Persyaratan Teknis  
 

1) Luas bangunan:    
a) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi tanah 

setempat  dengan memperhatikan kebutuhan minimal 
pelayanan/kegiatan  dan memperhatikan hal-hal yang 
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berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan laki-laki, 
perempuan, termasuk ibu hamil, usia lanjut dan 
penyandang cacat. 

b) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan tergantung 
jenis pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, minimal 
terdapat ruang persalinan, ruang laktasi dan pelayanan 
KIA-KB. 

c) Pembangunan baru Poskesdes dapat menggunakan 
bahan bangunan yang berasal dari daerah setempat. 

2) Denah tata-ruang  
 Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap 

memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan kesehatan 
dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan laki-laki, perempuan 
termasuk ibu hamil, usia lanjut dan penyandang cacat. 

3) Peralatan kesehatan  
Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes 
mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan 
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat tahun 2006. Untuk kegiatan Posbindu 
dilengkapi dengan pengukur tinggi badan, timbangan berat 
badan, pita pengukur lingkar perut, tensimeter digital, glukotes 
dan kolesterol test digital. Sebagai pendukung posbindu 
diperlukan buku identitas peserta, kartu monitoring faktor risiko 
PTM (KMR-PTM) , buku monitoring faktor risiko PTM (BMR-
PTM) dan formulir pencatatan pelaporan ke Puskesmas 

4) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana 
prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional 
Bersih Negeriku. 

5)  Peralatan Promosi Kesehatan. 
Untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dan 
kegiatan Promosi Kesehatan di Poskesdes harus dilengkapi 
dengan peralatan promosi kesehatan (Poskesdes Kit) yaitu 
weireless meeting amplifier, televisi, pemutar vcd/dvd, 
megaphone dan membuat surat pernyataan untuk tidak 
mengalihfungsikan peralatan Promosi Kesehatan yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh 
Bupati/Walikota. 
 

c. Acuan 
1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos 

Kesehatan Desa, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 
tahun 2006. 

2) Keputusan Menteri kesehatan RI No. 1114/MENKES/SK/VIII/2005 
tentang pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 585/MENKES/SK/V/2007 
tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas. 
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BAB V 
 

MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2012 

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 

 
A. PEMENUHAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KELAS III RUMAH SAKIT 

 
RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III adalah 
Rumah Sakit milik pemerintah daerah provinsi maupun milik pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) dan memberikan usulannya ke Direktorat Jenderal Bina Upaya 
Kesehatan dengan mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOR) kelas III 
RS; b) Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan dengan 
total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang digunakan untuk kelas III RS; d) 
Jenis menu yang diusulkan oleh RS ke Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 
(untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik ruang rawat inap 
kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah pernah atau belum pernah RS 
memperoleh alokasi DAK untuk menu fasilitas tempat tidur kelas III RS. 

 
1. Persyaratan Umum 

 
Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS. 
 

2. Persyaratan Teknis 
 

a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan  
Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS harus 
memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan serta alur 
pelayanan untuk kelancaran dalam pelayanan pasien. Oleh karena itu 
setiap pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang baik, 
berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi fasilitas penunjang 
antara lain:  selasar, 2 (dua) kamar mandi, 2 (dua) wastafel serta 2 
(dua) ceiling fan. 
Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4 (empat) 
ruang rawat inap kelas III, pada setiap pembangunan/rehabilitasi 4 
(empat) ruang rawat inap (dengan jumlah tempat tidur 32) atau 
kelipatannya, maka perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat  (Nurse 
Station) yang dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya. 

 Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di atas adalah  
sebagai berikut: 
1) Ruang Rawat Inap Kelas III 

 Ruang rawat inap kelas III  8 x 9  m
2 
=   72 m

2
 

 2 kamar mandi @        2 x 3  m
2
 =   12 m

2
 

 Selasar                                                     8 x 2.5 m
2
=   20 m

2
 

Total luas bangunan  yang dibutuhkan                                     104 m
2 

2) Ruang Perawat (Nurse Station)  

 1 Ruang kerja perawat                               3 x 3 m
2   

   = 9 m
2
 

 1 Ruang istirahat petugas                          3 x 3 m
2 
    =  9 m

2
 

 1 Kamar mandi petugas                            2 x 1.5 m
2    

=  3 m
2
 

 Total luas bangunan yang dibutuhkan      =  21 m
2 
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Apabila luas lahan yang dimiliki Rumah Sakit terbatas, maka 
pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan dengan kondisi 
setempat dan tetap memperhatikan acuan ketentuan pembangunan 
ruang pelayanan kesehatan.    

b. Spesifikasi Teknis Bangunan  
1) Ruang Rawat Inap Kelas III 

a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1). 

b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. 

c) Atap dari genting dengan plafon. 

d) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah wastafel dari 
keramik serta 2 buah keran dan saluran pembuangan. 

e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin) 
dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1 gantungan 
infus. 

1) Ruang Perawat (Nurse Station)  

a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1) 

b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat. 

c) Atap dari genting dengan plafon. 

d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah wastafel 
dari keramik serta 1 buah kran dan saluran pembuangan. 

e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin). 
dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk. 

3)    Peralatan kesehatan 
Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat inap 
kelas III RS  berisi 8 set tempat tidur, di mana  setiap set tempat 
tidur terdiri dari:  

a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya (matras, 
bantal dan guling). 

b) 1 buah nakas. 

c) 1 buah tiang infus. 

d) Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat 
mengadakan peralatan kesehatan lainnya untuk 
mendukung pelayanan kesehatan di ruang rawat inap 
kelas III. Misalnya pengadaan tempat tidur ginekologi 
untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III.  

e) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan 
sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan 
Nasional Bersih Negeriku 

Adapun persyaratan teknis  peralatan kesehatan tersebut harus 
memenuhi seluruh kriteria di bawah ini:  

a) Berkualitas 
b) Kebutuhan dan pemanfaatannya sesuai dengan situasi 

dan kondisi setempat 
c) Keamanan  
d) Kenyamanan 
e) Kemudahan dalam pengoperasionalan/pemakaian 
f) Kemudahan dalam pemeliharaan 
g) Kemudahan dalam perbaikan 
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B. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PONEK RS 

1. Persyaratan umum 

a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus emergensi 
baik secara umum maupun emergency obstetrik -neonatal. 

b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di 
rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik 
dan neonatus. 

c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan 
operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum. 

d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara 
lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter 
penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan 
perawat (telah memiliki minimal 1 dokter kebidanan dan 1 dokter anak). 

e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.  
f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu. 

 
2. Persyaratan Teknis 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal harus 
memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 
24 Jam di Rumah Sakit. 

2) Persyaratan yang harus diperhatikan: 

a) Ruang Maternal 

(1) Kamar bersalin: 

(a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi dan 
IGD. 

(b) Luas minimal 6 m
2
 per orang. 

(c) Paling kecil, ruangan berukuran 12 m
2
. 

(d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di tempat 
terpisah. 

(e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar 
keluarga dapat hadir. 

(f) Ruangan bersalin tidak boleh merupakan 
tempat lalu lalang orang. 

(g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi 
yang sama, upayakan tidak melintas pada 
ruang bersalin. 

(h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada 
setiap rumah sakit umum. 

(i) Kamar bersalin terletak sangat dekat dengan 
kamar neonatal, untuk memudahkan 
transportasi bayi dengan komplikasi ke ruang 
rawat. 
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(j) Idealnya sebuah ruang bersalin merupakan 
unit terintegrasi: kala 1, kala 2 dan kala 3 
yang berarti setiap pasien diperlakukan utuh 
sampai kala 4 bagi ibu bersama bayinya 
secara privasi. Bila tidak memungkinkan, 
maka diperlukan dua kamar kala 1 dan 
sebuah kamar kala 2. 

(k) Kamar bersalin harus dekat dengan ruang 
jaga perawat (nurse station) agar 
memudahkan pengawasan ketat setelah 
pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat 
(post partum). Selanjutnya bila diperlukan 
operasi, pasien akan dibawa ke kamar 
operasi yang berdekatan dengan kamar 
bersalin. 

(l) Harus ada kamar mandi/toilet yang 
berhubungan dengan kamar bersalin. 

(m) Ruang postpartum harus cukup luas, standar 
8 m

2
 per tempat tidur (bed). 

(n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas: toilet, 
kloset, lemari. 

(o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur, 
jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. 

(p) Jumlah tempat tidur per ruangan maksimum 4 
buah. 

(q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela 
sehingga cahaya dan udara cukup. 

(r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan pada 
tiap ruangan. 

(s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar 
mandi privasi tanpa ke koridor. 

(t) Kamar periksa/diagnostik harus mempunyai 
luas sekurang-kurangnya 11 m

2
 dan berisi: 

tempat tidur pasien/obsgin, kursi pemeriksa, 
lampu sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG 
mobile dan troli emergensi 

(u) Ada ruang perawat (nurse station). 

(v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu 
disediakan seperti pada kamar bersalin. 

(w) Ruang tindakan operasi/kecil darurat/one day 
care: untuk kuret, penjahitan dan sebagainya. 

(x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien. 
 

(2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis 

(a) Unit ini harus berada di samping ruang 
bersalin, atau setidaknya jauh dari area yang 
sering dilalui. 

(b) Paling kecil, ruangan berukuran 18 m
2
. 
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(c) Di ruang dengan beberapa tempat tidur, 
sedikitnya ada jarak antara ranjang satu 
dengan ranjang lainnya. 

(d) Ruangan harus dilengkapi paling sedikit 
enam steker listrik yang dipasang dengan 
tepat untuk peralatan listrik. 

 
b) Ruangan Neonatal 

(1) Unit Perawatan Intensif 
(a) Unit ini harus berada di samping ruang 

bersalin atau setidaknya jauh dari area yang 
sering dilalui. 

(b) Minimal ruangan berukuran 18 m
2
. 

(c) Di ruangan dengan beberapa tempat tidur 
sedikitnya ada jarak antar ranjang. 

(d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di area 
terpisah. 

(e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6 steker 
yang dipasang dengan tepat untuk peralatan 
listrik. 

(2)  Unit Perawatan Khusus 

(a) Unit ini harus berada di samping ruang 
bersalin atau setidaknya jauh dari area yang 
sering dilalui. 

(b) Minimal ruangan berukuran 12 m
2
. 

(c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di tempat 
terpisah. 

(d) Paling sedikit harus ada jarak antara 
inkubator dengan tempat tidur bayi. 

(3) Area laktasi. 
Minimal ruangan berukuran 6 m

2
. 

(4) Area pencucian incubator. 
Minimal ruangan berukuran 6-8 m

2
. 

c) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan 
sarana prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan 
Nasional Bersih Negeriku 

 
Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan 
kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain: 

 Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan yang 
lainnya. 

 Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus mempertimbangkan 
ergonomis dan kemudahan aksesibilitas bagi ibu hamil 

 
 
 
 

 
b. Jenis Peralatan PONEK  
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1) PERALATAN NEONATAL 
 

No. 
 

Jenis Peralatan 
 

Jmlh minimal 

1. Inkubator baby 5 

2. Infant Warmer  2 

3. Pulse Oxymeter Neonatus 3 

4. Phototherapy 2 

5. Syringe Pump 4 

6. Infant resuscitation dan Emergensi Set 1 

7. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)   w/ 
Medical air Compressor 

1 

8. Flow meter 1 

9. Infuse Pump 1 

10 Neonatus Resusitation and Emergensi Set 1 

 
 

2) PERALATAN MATERNAL 

No. Jenis Peralatan Jmlh minimal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotak Resusitasi berisi: 1 

- Bilah Laringoskop 1 

- Balon 1 

- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1 

- Batre AA (cadangan) untuk bilah laringoskop 1 

- Bola lampu laringoskop cadangan 1 

- Selang reservoar oksigen 1 

- Masker oksigen  1 

- Pipa endotrakeal 1 

- Plester 1 

- Gunting 1 

- Kateter penghisap 1 

- Naso gastric tube 1 

- Alat suntik 1, 2
1
/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc 1 

- Ampul Epinefrin / Adrenalin 1 

- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1 

- MgSO4 1 

- Sodium bikarbonat 8,4% 1 

- Kateter Vena 1 

- Infus Set 1 

2. Ekstraktor vakum delivery 1 

3. Inkubator baby 1 

4. Infant Warmer  1 

5. Forceps naegele 1 

6. AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1 

7. Pompa vakum listrik 1 

8. Monitor denyut jantung/pernapasan 1 

9. Foetal Doppler 1 

10. Set Sectio Saesaria 1 

  

 

3. Acuan 
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Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah 
Sakit. 

 

C. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN IGD RS 

1. Persyaratan Umum 

Peningkatan  fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, adalah 
Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik pemerintah daerah 
(Provinsi atau Kabupaten/Kota), dengan mempertimbangkan data sebagai 
berikut: 

a. RSUD prioritas kelas D dan C di seluruh Indonesia (sudah penetapan 
kelas). 

b. Rumah Sakit sudah teregistrasi. 

2. Persyaratan Teknis 

a. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan. 

b. Pelayanan IGD harus dapat memberikan layanan 24 jam dalam sehari 
dan 7 hari dalam seminggu. 

c. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus 
emergency. 

d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan penanganan 
kegawatdaruratan di rumah sakit. 

e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan dan 
penanganan pasien kegawatdaruratan. 

f. Mempunyai standar response time di IGD selama 5 menit. 

g. Berdasarkan standar IGD Rumah Sakit seperti diuraikan di bawah ini :  

3. Kriteria Teknis Peralatan  

Peningkatan fasilitas  Instalasi Gawat Darurat RS mengacu pada SK Menteri 
Kesehatan No. 856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat 
Darurat Rumah Sakit.(Tabel peralatan sesuai dengan Standar Instalasi 
Gawat Darurat terlampir). 

 
4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD  

Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau penyesuaian 
bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan 

memperhitungkan kemungkinan penanganan korban massal / 
bencana. 

b. Lokasi Gedung harus berada di bagian depan RS, mudah dijangkau 
oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari dalam dan dari 
luar Rumah sakit. 
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c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu 
utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) 
kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.  

d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di 
depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: 
untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan  jalan ambulans harus 
membuat ramp). 

e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. 
f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 

2 ambulans (sesuai dengan beban RS). 
g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat 

lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung korban 
bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan 
memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat kepala jaga. 

h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan / di luar IGD atau terpisah 
dengan IGD. 

i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 
j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. 
k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat) 
l. Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana 

prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih 
Negeriku. 

 

D. PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN PELAYANAN DARAH 

Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit adalah salah satu instalasi di Rumah 
Sakit  yang bertugas: 

- Menyusun perencanaan;  
- Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;  
- Melakukan penyediaan darah mulai dari seleksi donor, penyadapan darah dan 

uji saring terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD);  
- Melakukan penyimpanan darah;  
- Melakukan pemeriksaan golongan darah dan uji silang serasi; 
- Melakukan pendistribusian darah  ke bagian/ruangan lain atau Rumah Sakit lain 

yang membutuhkan; 
- Memantau reaksi transfusi dan melakukan pelacakan penyebab reaksi transfusi 

atau kejadian ikutan akibat transfusi darah; 
- Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;  
- Melakukan pencatatan dan pelaporan. 
 

1. Pembangunan Baru UTD di RS 

Pembangunan baru Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit dilaksanakan 
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan transfusi darah di rumah sakit 
khususnya, dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya. 

 

a. Persyaratan Umum 
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Pembangunan fasilitas UTD di RS mengacu pada persyaratan umum 
sebagai berikut: 
 

1) Tidak terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah 
aman ke seluruh rumah sakit di kabupaten/kota yang 
bersangkutan. 

2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 

3) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di RS 
karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba. 

4) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan 
pembinaan pelayanan transfusi darah. 

5) Biaya operasional dan pemeliharaan UTD diusulkan oleh RS 
setempat melalui APBD atau sumber lainnya. 

6) Dalam melaksanakan perannya UTD di RS harus berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan setempat dalam jejaring pelayanan 
darah Kabupaten/Kota serta merupakan bagian dari jejaring 
pelayanan darah provinsinya. 

 
b.  Persyaratan Teknis 

1) Luas lahan dan bangunan 
Luas lahan dan bangunan dari UTD di RS didasarkan pada jenis 
pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan.  

    Adapun luasan itu adalah: 
  

a) Ruangan pimpinan   luas : 9    m
2
 

b) Ruang tunggu donor sukarela  luas : 7.5 m
2
 

c) Ruang administrasi dan loket           luas : 9    m
2
 

d) Ruang pemeriksaan/seleksi donor    luas : 7.5 m
2
 

e) Ruang AFTAP                          luas : 10  m
2
 

f) Ruang pemulihan   luas : 6    m
2
 

g) Ruang laboratorium & R.cuci            luas : 16  m
2
 

h) Ruang penyimpanan darah              luas : 6    m
2
 

i) Kamar mandi / WC (2 buah)      luas : 6    m
2
 

j) Ruang jaga                            luas : 7.5 m
2
 

k) Ruang genset/gudang                        luas : 7.5 m 

l) Lorong/Sirkulasi ruangan        luas : 8    m
2
   

                                              TOTAL LUAS              100 m
2
 

 

Bila luas lahan tidak memungkinkan, maka pembangunan 
disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap 
memperhatikan kebutuhan minimal pelayanan. 

Dalam rangka penyelenggaraan UTD di RS, perlu 
mempertimbangkan kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, 
antara lain adanya pemisahan visual antara ruang penyadapan 
darah satu dengan yang lainnya.  

 

2) Denah dan tata ruang. 
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Rancangan denah dan tata ruang pada UTD di RS harus 
mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari kegiatan 
yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata ruang UTD di RS 
harus memenuhi beberapa persyaratan teknis dari pelayanan 
kesehatan yang ada, diantaranya: 

a) Bangunan berada dalam lingkungan/bangunan RS 

b) Bangunan minimal terdiri/memiliki beberapa  ruangan 
antara lain: 

(1) ruang administrasi. 

(2) ruang penyadapan darah. 

(3) ruang laboratorium. 

(4) ruang penyimpanan darah dan reagen. 

(5) ruang cuci. 

(6) Kamar Mandi/WC. 

c) Bangunan memiliki sistem supply air yang cukup. 

d) Bangunan memiliki sistem limbah sesuai standar/dapat 
bergabung  dengan limbah RS. 
 

Luas ruang dan denah UTD di RS mengikuti standar yang telah 
dibuat pada petunjuk teknis DAK. Apabila lahan yang tersedia 
terbatas, maka dapat menyesuaikan pada keadaan rumah sakit 
di masing-masing kabupaten/kota, tetapi tetap mengikuti prinsip 
standar tata ruang. 

3) Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana 
prasarana kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional 
Bersih Negeriku. 
 

4) Pengalokasian anggaran pembangunan UTD di  RS berdasarkan 
pada Harga Standar Bangunan dan Gedung Negara (HSBGN) 
yang dikeluarkan oleh PU tahun 2006 dan revisinya. Pada 
beberapa Kabupaten/Kota yang tidak terdapat alokasi HSBGN 
dari PU, masih merupakan harga perkiraan berdasarkan pada 
Kabupaten/Kota terdekat. 

 
2. Pemenuhan Kebutuhan Peralatan UTD di RS  

 
Agar UTD di Rumah Sakit dapat beroperasi dengan peralatan yang 
memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di 
rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit pada 
umumnya, maka perlu didukung dengan peralatan UTD yang berkualitas dan 
memenuhi standar. 

a. Persyaratan Umum 

Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di RS mengacu pada 
persyaratan umum sebagai berikut: 
1) Diperuntukkan bagi pembangunan baru  UTD di Rumah Sakit 
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2) Diperuntukkan bagi pemenuhan peralatan  UTD yang telah ada 
di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 
transfusi darah 
 

b. Persyaratan Teknis 
 

1)  Peralatan dan bahan habis pakai untuk UTD di RS 

a) Peralatan Seleksi Donor:  
(1) Hemoscale               : 1 unit 

(2) Hemoglobinometer         :1 unit 

(3) Hand sealer                : 2 unit 

(4) Tempat tidur donor                  : 2 unit 

(5) Stetoskop dewasa    :2 unit 

(6) Spygmomanometer air raksa     : 2 unit 

(7) Timbangan badan   : 2 unit 
 

b) Peralatan Penunjang Laboratorium 
(1) Plasma extractor                               : 1 unit 

(2) Dry incubator                    : 1 unit 

(3) Serological centrifuge                     : 1 unit 

(4) Serological rotator                          : 1 unit 

(5) Adjustable M/C Micropipete 

 Ukuran 5 – 50 μl                        : 1 unit 

 Ukuran 50 – 200 μl                            : 1 unit 

(6) Mikroskop binokuler elektrik              : 1 unit 

(7) Peralatan pemeriksaaan uji silang serasi   
             metode gel test / mikroplate            : 1 unit 

(8) Peralatan laboratorium lain               : 2 paket 
(Pasteur pipet plastic, labu semprot, rak tabung, tabung ukuran 
12 x 75 mm, tabung ukuran 5 mm, hematokrit tube, beker glass, 
sarung tangan, lab jas, blood grouping plate, baskom cuci, 
gunting stainless steel, klem lab, gelas melamin, object glas, 
micro pipet yellow tipe.) 

c) Peralatan Distribusi: 
 Cool box  

(1) untuk mobile unit (25-50 ktg)                           : 2 unit 

(2) untuk ruangan (2-5 ktg)              : 2 unit  
 

d) Penyimpan Reagen dan Darah 

(1) Blood bank refrigerator                      : 1 unit 

(2) Medical refrigerator                       : 1 unit 

e) Bahan Habis Pakai 
(2) Kantong darah  

- Single bag 250 ml/350ml                : sesuai kebutuhan 
- Transfer bag                                    : sesuai kebutuhan 

(3) Reagen 
- Anti-HCV                                      : 1 paket 
- HbsAg                                        : 1 paket 
- HIV/AIDS                                                 : 1 paket 
- Sifilis                                                       : 1 paket 
- Golongan darah ABO, Rhesus dan Uji silang metode 3 fase 

dengan bovine Albumin 22% dan coomb serum: 1 paket  
                                    Reagen untuk 
pemeriksaan uji silang serasi metode gel test/mikroplate 
  : 1 paket 

-  Larutan CuSO4 dengan BJ 1,053    : 1 paket 
- NaCl 0,9 %                        : 1 paket 
- Cairan desinfectant           :1paket(berisi 10 
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botol bayclin @ 0,5 lt dan 10 botol resiguard @ 1 lt)   
- Aquabidest                 : 1 paket 

 

f) Peralatan kantor                                                      : 1 paket 
(Paket terdiri: meja kantor, meja komputer, komputer, printer, white 
board, kursi kantor). 

 
Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka peralatan 
UTD di RS harus memiliki kualitas tinggi dengan jaminan purna jual minimal 3 
tahun. 
 
Pemenuhan peralatan UTD untuk UTD di Rumah Sakit yang baru dibangun 
melalui dana DAK 2012 ini harus terdiri dari 1 set paket peralatan UTD seperti 
yang tercantum dalam  persyaratan teknis. Sedangkan pemenuhan peralatan 
untuk UTD yang telah ada di RS dapat memilih berdasarkan kebutuhan untuk 
memenuhi  persyaratan teknis peralatan UTD di Rumah Sakit. 
 
Fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan sarana prasarana 
kebersihan untuk mendukung Gerakan Nasional Bersih Negeriku. 
 
 

3. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) 

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan 
kualitas dan akses pelayanan darah,  BDRS berperan dalam menjamin 
terlaksananya sistem pelayanan darah tertutup di Rumah Sakit. BDRS 
sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan 
sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah di 
rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat sebagai 
pemasok darah yang aman. 
 
a. Persyaratan Umum 

 
Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan umum 
sebagai berikut  
1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah aman di 

Kabupaten/Kota setempat. 
2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota setempat. 
3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem pengawasan dan 

pembinaan pelayanan transfusi darah. 
4) Ada komitmen daerah untuk membantu operasionalisasi dan 

pemeliharaan BDRS melalui APBD. 
 

b. Persyaratan teknis 
 

1)      Luas ruang 
 Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang kegiatan    
  yang dilaksanakan. Adapun luasan itu adalah: 

a) Ruang administrasi dan loket penerimaan sampel darah    

                                                                       Luas : 5 m
2
 

b) Ruang laboratorium    Luas : 9  m
2
 

c) Ruang penyimpanan darah   Luas : 6 m
2
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